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PENDAHULUAN

Sebaga negara hukum (Rechtsstaat) maka haruslah mempunyai peraturan-peraturan
#tau  perundang-undangan  vang  tidak  memamdang atvs  danm pelakunya  baik
Redudubanjabatan seseorang atau detvan kata lain udak ada pendiskriminasian hukum
Bukum haruslah ditctapatkan npada tempal vang benar, dimana hukum harus digunakan
. melinduniy setiap wargs negavalcitezen) yang sangat membutuhkan perfindunuan
B hukum i sendini atas hesewenang-Wenangan, kekerssan dan ketidak adilan sena
an hak asas manusia yang dialami oleh setiap warga negarn Republik Indonesia
miemiiki hekuasaan dan kedudukan dalam suatu negara araupun pemerintahan
Derihianiah sebagaimana kna ketahul bersama babwa negara Republik Indonesia
lama memproklanurkan Lebcrhqgm negara duma balwwa Negara Republik |ndonesia
pegara hukum o dapst dibuktikan dan pancasils dan undung-urdang Dasar 1943
merupakan dasar dan sepule bangss dasar pcmmiaﬂg-amdanp:m vang telah sangat
an te'gns menvatakan bahwa negara Repubfh Indonesia mcutunjuns tmgt hak asas
(HAMYE dan memamin sehap warga negara bersamaan kedudukannya didatam
b dan pemenntaban, serta wapb menjunjung hukum dan pemerimahan denyan ridak

pessccualaan dan memunjuog tmep asas peradilan bebas dalam artt ndak wnduk
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Papar ditink suatu permvataan bahwa hukum ki tdak membuat sualu perbedaan
amara masyarakat biasa dengan para pejabat vang duduk dalam pemerintahan Khususnva
para pejabat vang bekeria dalam pencpakan hukum, dimata hokuin jikn salah satunva
melnkuken delih vang dapat membahavakan keselamatan orang dan negars maka hukum
dapar digunakan secarn adil, wentu saga i dilaksanakan oleh para alat negara vang bekerja
sehaya) penegak hukum

Untuk mempenebal Kenvakinan Kita: bahwa negara kita adalab nepars hukum dan
Buban negara vang berdasarkan tis Kekuasaan, permenntah Mta tclah pula mengeluarkan
LU No 14 Tha 1970 Ja LU Noo 4 Thn 2004 Temang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Achuasiun Kehakonan dimana pada pasat 8 mernvatakan
- Senap orang vang disanghe, ditngkap. dituntut, dan dihadapkan & depan pengadilan
wajih diangeap udak bersalah sebelum adanya Keputusan pengadilan vany menyatakan
Aesalahanny o dan mempercleh kekuatan hukum tetap™

Pasal ini letih dikenal dengan a<as praduga 1al bersalah yang merupakin asas vana
ing vang dimilki oleh newara Republik lodonesia dalam melindungi seorang
aierdakwa vange shan dikadaphan ke depan penvadilun

Undange-Undang No 8 Tha 1981 vang iebib dikenal dengan sebutan KL AI lahic
fanggal 31 desember 1981, tentu saia kehadirannya membawa penvegaran setiap
vang sangan menindukan penerahan hukun dan kheadilan hukim di neers Republik
Kedatangan KUHAP dimana didalamnva terdapat pasasl 77 s/ 83 yaity tentang
sebagi alar pengontrol tndakan-tindakan vane tidak legal

lan menurut pasal | aymt 10 membenkan pengertian sehagas berkut

EUHAP Kana Andy, Surnhav s 1982 hal 124
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